KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPLIBLIK INDOMESIA

NOMOR : §2 5 TAHLIN 2015
TENTANG

PENETAPAN [7TN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BAITI
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JANMATI
MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESLA

bahwa dalam rangha meningkatknn akses pendidikan Modrasah yang  bermutu
Perlu memberikan kescmpaton masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarnkan Madmsah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bithwa Madmsah vang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis dan keloyakan vang telnh ditetsphon.

hatwa herdasarkan perfimbangan sehagatmana dimaksud dalam hurof o dan b di
atos, perlu mr:m:mpkun Keputusan Menteri Agnmas Republik Indonesia lentang
penetapan izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baiti Jannati

Undang — ondang Nomor 20 Tahun 2003 entang sistem pendidikan nasional
{lembarnn Megara Republik Indonesis Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )

Undang-undang nemor 14 tahun 2005 tentang puru dan dosen ( lembarnn
Negarn Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembarnn Negara
Repuhlik Indonesia Momor 4586}

Persturan  Pemerintsh  Nomor 19 Tahun 2005 tentang  standar  nasional
Pendidikan | Lembaga MNegarn Repoblik Indonesin Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesin Nomor 4496) schagaimana
telnh diubah dengan Peraturan Pemerintgh Nomor 32 Tahun 2003 fentang
Perubahan atas Persturnn Pemerintsh Nomor 19 Tabus 2005 tentang Standaer
Masional Pendidikan (Lembaran Negar Republik Indonesia Talun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesio Nomor 53410}

Perpturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan
Dasar (Lembaran  Megara Republik Indonesia Tahon 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembamn Megam Repubbik Indonesin Nomor 4863 ).

Persturan Pemerintnh Nomor 48 Tuhon 2008 tentang pendanasn Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesin Tohun 2008 Nomor 91, Tambashon
Lembaran Megars Republik Indonesia Nomor 4864);

Perasturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru {(Lembaran Negama
Republik Indoncsia Tahun 2008 Nomor 194, Tambehun Lembaran Megam
Republik [ndonesia Momor 4941);

Peraturan Nomor 17 Talum 2000 tenlang Pengelolann dan Penvelenggaraan
Pendidikon {Lembaron Negom Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Megare Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana
wlih diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Talwn 2000 entang
Perubnhon  Atns  Persturan  Pemerintah Momor |7 Tabun 2000 tentang
pengolahan dan Penyelenggaraan  pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 MNomor 112, Tambahan Lembaran MNegarn Republik
Indonesin Momar 5157

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sacina
dan Pransarana Untuk Sekolash Dasar / Madmsah Ibtidaivah, Sekoloh Menengah
Pertnma/Madrasah Tsanswiynh, din Sckolah Menengah Atns/Maodrasah Alivah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2000 tentang Standar
Pelwvanan Minimal Pendidikan di Kabupaten'Kotn sebagaimana telah diubah
menjudi Peraturan Menteri pendidikan don Kebudayaon Momeor 23 Tahun 2003
tentang Porubahan stas Peruturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
200 tentnng Standar Peloyanan Minimal Pendidikon di Kabupaten/Kota

. Pemturan Menteri Agama Nomor 2 Tehun 2008 tentang Stander Kompetensi

Luolusan dan Standar Is1 Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah:
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11, Peraturan Menteri Agama Momor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Mudrasah
dan Pengawasan Pendidikan Agama lslam pada Sekolah (Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) schagaimana tclah diubah dengan
Persturan Menteri Agamn Momor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Persturmn Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2002 tenieng Pengawasan Madrasah
dan Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah (Berita Negam Republik
Indonesia Tahun 2013 Momor 684 );

12. Perpiuran Menteri Agama Nomor 90 Tehun 2003 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1382);

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 1slam Nomor 1385 Tabun 2014 tentang
petinjuk  Teknis Pendirian  Madrasah/RA ~ Yang  diselenggarakan oleh
Masyarakat,

Surat Kepala Kantor Kementerion Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor
Kd.02.01/5/PPO02172015 Tanpenl 25 Mei 2015 Tentnng  Rekomendasi
Perpanjangan Lzin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baiti Jannati

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN  1ZIN  OPERASIONAL  PENDIRIAN  MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA BAITI JANNATI

Memberikan izin operusional pendirion Madrusah kepeda Madrasah sebagniman
tercantum dalam  Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Madrsah Ihtideiyah Swasta Setelah jongka woktn 7 (wjuh) Tabun, Kepalo

Madrusah yang bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan lsporan  perkembangnn  Madrasah kepadn  Kepaly  Kantor
Kementerian Agamu yang memuat paling sedikil perkembangan jumiah peserin
didik, pelaksanann kerikulum, pelaksanaan pemenvhan standar sarana prasarana,
dan pelaksanoan pemenuban stondar pendidik dan teanga kependidikon, dan/atau

b, Mengajukan pendaflaran visitesi akreditasi raudhatul athfslmudrasah kepada
BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangun,

Dalam hal perkembangan Modmsali sebagaimana dimaksud dolam Dikium Kedun

buruf @ dinilai memenuhi standar pelayanan minimal pemvelengearan pendidikan

dan/atan hasil akreditasi sehapaimana dimaksud Diktum Kedus huruf b mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasionsl sebagaimana dimaksud dalam Dikium

Kesam tetnp berlaku,

Dalam hal perkembangan Madmsah sebagnimann dimaksud dalam Diktum Kedua

buruf a dinilai memenchi standar pelayonun minimal penyelenggaron pendidikan

don/atan hasil akreditosi sebsgnimana dimaksud Dikoum Kedua horof b tidak
mendapat permgkat minimal O, maka izin operasional sehagnimana dimaksud dalem

Dikium Kesatn dicabui,

keeputusan in mula berlaku pada tanpeal ditetapkan.

Ditciapkan di Medan .
Pada tunggal Ji}tr-w“ 2015

g TR TERI AGAMA RI
A KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INIONESIA

NOMOR  : 925 TAHLN 2015
TENTANG PENETAPAN 1ZIN  OPERASIONAL

SWASTA BAITIIANNATI

PENIDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

[DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN 1ZIN OPERASIONAL

1. | Nama Madmsah

Madrasah Ibtiduiyah Swastn Baiti Jonnati

2, | Nemor Stutistik Madrassh 111212070097

3. | Alamat Madrasah Jalan : Garnda 11 Sei Semayang
Desw/Kelurahan : Sel Semayang
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten/Hota : Deli Serdang
Provinsi : Sumuters Ulara

4. | Nama Organisasi Penyelenggam I Yayasan Pendidikan Baiti Jannati Sei Semayang Suaggal

3. | Akte Notars Organisasi
Penyelenggam

Aktn Nomor 05 Tasggal 01 Pebruari 2013 yang dibust oleh
Motwris Murcahave Baty Bars SHM.Kn  berkedudokon  di
Kabupaien Serdang Bedagai

Pengesahan Akte Motaris
Organisasi Penyelenggamn

J Kepotusan Kemenkumbam Republik Indonesia Nomaor
AHU-B81Z.AH.01.04. Tabiun 2014, Tanggal 03 Pebruari
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